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WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2OO4

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN,

KEHUTANAN. PERKEBUNAN, PETERNAKAN

DAN PERIKANAN KELAUTAN KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2C03 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara

optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur

susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan,

Petemakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa;

bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan l,embaran Negata Nomor

383e);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tamtrahan Lembaran Negara Nomor 3&18) ;

Undang-undang Nomor 43 Tahun L999 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 8 Tahun L94 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (l-embaran

Negara Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3'890) ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembenhrkan Kota Langsa

(Lembaran Negara Tahun 200L Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4110) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provirui

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
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6. Peratur4n Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

clan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahur-r

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahal Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahur 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalanr. iabatan Struktural ( Lernbaran Negara Tahul 2002 Nomor

33, Tambahan Lembareur Negara Nomor 4794);

8. Peratural Pemerintah Nomor B Tahun 2003 tentalg Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lemberan Negara Tahun 2003 Nomor 74, Tambzrhan

Lembariu-t negara Nomor 4262);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatarn,

Pemildahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembararr Negara

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahul 1999 ter-rtang Teknik Pen\.usunan

Peraturan Perundang-unclangan dan Bentuk Rancangan Undalg-unclang,

Rancangan Peraturan Pemerintah clan Rancangeur Keputusan Presiclen

(Lembaran negara Tahun 1999 Nomor70);

11. Keputusan N{enteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tekrik

Pen\.usunan dan Nlateri Muatan Produk-procluk Hukum Daerah;

72. Keputusan N,{enteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuli

Produk-produk Hukum Daerah ;

13. Keputusan N{enteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentarg Proseclur

Penvusunan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Bersama Nlenteri Pendavagunaan Aparatur Negara clan Nlenteri

Dalam Negeri Nomor 01/SKB/N1.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Petunjuk Pelaksana Peraturan PemerintahNornor 8 Tahul 2003 dan Perafuran

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Nlenetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN

DAN PERIKANAN KELAUTAN KOTA LANGSA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalan'r Qanun irri 1'ang din'raksucl clengan:

l. Daerah adalah Kota Langsa;

2. Pemeriltah Daerah adalatr \{alikota beserta Perangkat Daerah Otonorn t'alg

lain sebagai Badan Esekutif Daerarh;

3. Walikota adalah Walikota Langsa;

4. Sekretaris Daerah selanjutnva disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris

Daerah Kota Langsa;

5. Dinas Pertaniary Kehutanan, Perkebunan, Petemakan dan Perikanan Kelautan

aclalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebuniln, Petemakan clan Perikanan

Kelautan Kota Langsa;

6. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Kelautal adalerh Kepala Dinas Pertanian, Kehuiiuriur, Perkebunan,

Peterrrakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini cli bentuk Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan,

Peternakan rlan Perikanan Kelautalr Kota Lalgsa.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pertarrian, Kel'rutalan, Perkebulan, Peternakan tlan Perikaliur

Kelautan aclalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah cli bidang Pertaniary

Kehutalan, Perkebunan, Peternakan dau Perikanan Kelautan di Daerah;

Dinas clipimpin oleh Seorang Kepala Dinas \.ang berada dibawah dal

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota

Langsa.

Pasal 4

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanal Kelautan

mempunyai tugas membantu Walikota dalam penvelenggaraan kewenangan

Pernerintah Daerah di bidang Pertanian, Petemakan dan Perikanan Kelautan.

(1)

(2)

Pasal 5
/



Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksucl clalam pasal 4, Dinas

Pertanian, Kehutalan, Perkebunan, Petemakan tlan Perikanal Kelautan

mempul'l\-ai fungsi:

a. lr,{elaksanakan kebijakan teknis pembinaan kewenangeur clibidang pertanian

talaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan;

b. Nlenl.usun rencana elan program pembangunan, pengawasan clan

pengendalian clibidang pertanian, kehutalan, perkebunan, petemakal dan

perikanal kelautan;

c. Pen\.usunarn hasil pemantauan laporan clan evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan dibidang pertanian, kehutanan, perkebulan dan perikanan

kelautau;

cl. Penvusunal stanclart tel,aris pembibitern/pembenihan, ketahanan pangal clan

informasi penruluhar"r tanaman pangiil1, kehutalan, perkebunan, peten"takal

dan perikanan kelautan vang menjadi kewenangan Kota Langsa;

e. Nlelakukan pembinaal tekrris dibidang pertanian tanam pangan, kehutanan,

perkebunan, petemakan dan perikanam kelauttrn;

f. Nlenvelenggara usaha pengeloiaan dibidalg pertanian tanam Pallgan/

kehu tanan, perkebunan, pertemakan clan perikanan kelau tan;

g. itleiaksanerkal pengkajian penerapan tel,:nologi anjuran pertanian tanam

pemgan, kehutanan, perkebuanary peternakan dal perikanan kelauttrn;

h. Pelaksanaan pemberian pengawas€rn teknis dan tugas-tugas pelaksanaan

bicleurg pertanian tanaman pangary kehutanan, perkebunan, petemalian dan

perikanan kelautan Kota Langsa;

i. Nlelakukan pengelolaan pembinaan usaha clan pelavaniur perizinan clibidang

pertanian tanamal pangan, kehutcuriur, perkebuniur, peternakan clim

perikanan kelautan;

j. Pelaksanaan pembinaan terhadap penclavagunaan sumber clava pertanian

talamarl pangan, kehutanan, perkebunal, petemakan dan perikanan keiautan;

k. Penelitian dalam bidang tanaman pang€rn, kehutnan, perkebunan, peternakan

clan perikanan kelautan spesifik Kota Langsa;

1. Penr.elenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihantanaman pangan,

kehutanalr, perkebunan, peternakan dal perikanan kelautan penggLtnaal'l

laboratorium benih dan pengrjian hasil tanaman parlga& kehutanan,

perkebunan, petemakan dan perikanal kelautan;

m. Pemberian izin usaha petemakan

n. Penvelenggaraan penanggulangan waberh hama dal per-rvakit menular pada

hewiln dan ikal f rdang serta hama / pe.nvakit tanaman;



o. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelaaVanan

kesehatan temark hewan;

p. penvusunan program pembinaan petani nelar''an dan petugas vang meliputi

teknis fungsional keterampilal clan kejuruan;

q. N{elakukan penghijauarl konservasi tanah dan air;

r. N{elakukan pengawaserl dan pencegahan kerusakan hutan serta melakukiur

pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;

s. Pengelolaan aclministrasi umum vang meliputi pekeriaan ketatausahaal,

kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan orgarrisasi

ketatalaksanan Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunal C)rganisasi Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan

dan Perikanan Kelautan Kota Langsa terdiri clari:

a. Kepala Dinas;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Biclang Tana;rran Pangan;

cl. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

e. Biclang Petemakan;

f. Bidang Perikanan dan Kelautan;

g. Nlantri Tarri

h. Kelompok Jabatern Fungsional.

(2) Bagan Susulan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanar"L Perkebural"

Peternakan dan Perikanan Kelautan aclalah sebagaimana tercantum dalam

lampireur Qanun ini dan merupakan bagian rrang ticlak dapat di pisahkan

dengan Qanun ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

(1) Kepala Dinas berkeduclukan dibawah dan bertanggung jawab larrgsung

kepacla Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas lvlempunvai tugas :

a. N,{emimpin dan membina dinas clalam melaksanakan tugas f iurg cli

tetapkan berclasarkan perafuran Peruldang-undalrgan vang berlaku ;

b. N,Ient'iapkan kebijakan umum daerah di bidang pertanian, kehutanan,

perkebunal, petemakan dan perikanan kelautal;



c. lv{enetapkan kebiiakan teknis di bidang pertania4 kehutan, perkebunan,

peterr"rakan dan perikanan kelautan cli Kota valg menjadi tmggung

jawabnva sesuai dengan kebijakan umum yeng di tetapkan oleh

WaLikota;

d. IV{elaksanakan keria sama dengan instansi dan organisasi lain t'ang

menyangkut bidang pertanial, kehutanan, perkebuanan, peternakan

dan perikanan kelautan;

e. Nlelaksanakeur tugas-tugas Dinas lain yang cliberikan oleh Walikota

sesuai dengal bidalg tugasnva.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha atlalah unsur pernbantu pimpinan dibiclarg pembinaar

dan pengelolaan administrasi ;

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian vang berada

dibawah dan bertanggurlg jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha rnempunyai fugas melakukan penyusunan perencanaiilt

strategis, program kerja pembinaan dan pengelolaan administrasi untum,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata

laksana, hubungan masyarakat serta pelavanan adrninistrasi keseluruhan urrit

kerja clilingkungan dinas.

Pasal 10

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimar-ra dimaksud dala:n pasai 9, Bagial

Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusun€ul renc;ula strategis, program dan kegiatal keria, pengawasan dal

laporan akuntabilitas kinerja Dinas;

b. Pembinaim clan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan,

penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketataLaksanaan;

c. Penviapan clata, informasi dal hubungan masvarakaU

d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnva vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengal bidang tugasnva.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha tercliri dari :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;

b. Sub Bagian Penvusunal Program, Pelaporal dan Penr"uluhan.

(2). Irlasturg A .
o '



(2) N{asing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin

oleh Kepala Sub Bagian vang berada dibawah dan bertanggullg jawab

kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnva.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Penl'usunan Program, Pelaporan dan Penl'uluhan mempunyai

tugas melakukan penyusunall rencana strategis, program dan kegiatan,

mengumpul dan mengolah clata, men\''tlsun, menviapkan laporan

pelaksanaan program dan kegiatan serta laporeur akuntabilitas kinerja Dinas,

melakukan pengumpulan baharu penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan, bimbingan dan penlmluhan.

(2) Sub Bagian umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai

tugas mernpersiapkal bahal-bahan, rnerencartakan, mengatur dan

mengawasi dalam rangka pengelolaan urusan ketatausahaan vang meliputi

kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapal.

Paragraf 3

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 13

(1) Bicleurg Tanarnim Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang tanaman

pangan;

(2) Bidang Tanaman Pangan rli pimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada

cli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bicleu-rg Tanamal Pangan mempunvai tugas melakukan penviapan bahan

pembinatur clan pelavanan serta pen\rusunan petunjuk teknis pent'elenggaraan

pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangau.

Pasal 15

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimar-ra dimaksud dalam pasal 14, Bidang

Tanaman Pangan mempunvai fungsi :

a. Nlelaksanakan kebijaksanaan teknis pembilraan kewenangan dibidang

perttrnian tanaman pangan;

b. Nlelakukal pembinaal, pengawasal"r pembinaan perijinan serta pembinaan

usirha pertanian;

c. Ivlenvelenggarakan usaha pengelolaan clibiclang pertanian tanarnan pangan;

cl. \,Ielaksanakan pengakajian penerapan teknologi arrjuran pertarrian taniunaur

P.ngan; 
Pehksanaan.. . . . . .r " ' '



(1)

(2)

e. Pelaksanaan tugas_tugas lairurva yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual

dengan biclang tugasnva.

Pasal 16

Biclang Talaman Pangan terdiri dari :

a. Seksi Produksi, Gizi dan Pangan;

b. Seksi Perlinclungan Tanaman tlar-r Pengembangan Lahalr;

Nlasing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Seksi yamg berada dibawah clal bertanggullg jawab kepada Kepala

Bidang Tanaman Palgan dan Perkebunern sesuai dengan bidang tugasnva .

Pasal 17

(1) Seksi Produksi, Gizi dal Pangan mempunYai tugas melakukan pembinaan,

pengelolaan, pemantauan informasi pasar, ment'iapkan analisa biava

terhaclap hasil produksi tanaman pangan serta pengendalian clan

pengawasan gizi dan kewaspadaan kerawanan pangall;

(2) Seksi Perlindungzur Ternaman dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas

melakukan pengumpulan bahan pen\,-11sunar1 pedoman clan petunjuk teknis

pelaksanaan perlintlungan tanaman pangan serta penanganan sararvl

pertanian tanaman pangan;

Paragraf 4

Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 18

(1) Bidang Kehutalan clan Perkebunan adalah unsur pelaksana tekrds di bidalg

Kehutanan dan Perkebunan;

(2) Bidang Kehutanan clan PerkebuneLn di pimpin oleh seorang Kepala Bidang

vang berada di bawah dan bertalggullg jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 19

Bidang Kehutanan dal Perkebulann menpunvai tugas menviapkal bahal

pembinaan clarn pelayanan serta penvusunan petunjuk teknis budi rlava clan

pengembalgiur produksi, pengembtrngeu'r sumher da\.a clan perlinclungan

tanamim kehutarum clan perkebunaur, perlindungan hutan, rehabilitasi,

pengembangan hutan rakt'at dan reboisasi.

Pasal 20

Untuk menvelenggarakal hrgas sebagaimana dimaksuci dalam pasal 19, Biclang

Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :

b. Nlenviapkan.. y' .



a. N{enviapkan bahan pembinaan, pengawasan serta pengendalian petunjuk

teknis kehutanan dan perkebunal;

b. Pelakseu-raan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan budi dal'a dan

pengembangan produksi kehutanan clal perkebunal;

c. Pelaksanaan pengawasan benih clan bimbingan pengembangan sumber daya,

bina usaha dan peremajaan tanaman perkebunan;

cl. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan tekr'Lis

pengelolaan hutan rakvat/hutan milili dan hutan iindung;

e. Pelaksanaan reboisasi clan rehabilitasi hutan;

f . Penviapan bahal pedoman clan petunjuk tekrris perlindungan hutan;

g. Perizinan bidang kehutanan dar perkebunan;

h. Pelaksanaan tugas-tugas lainnva vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaj

dengan bidang tugasnva.

Pasal 21

(1) Bidalg Kehutarnn Perkebunan dan Penr.uluhan terdiri clari :

a. Seksi Kehutanan;

b. Seksi Perkebunan.

(2) N,{asing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1), clipimpin oleh

seorang Kepala Seksi vang berada dibawah dtrn bertanggullg jawab kepada

Kepala Biclang sesuai dengan bidang tugasnva.

Pasal22

(1) Seksi Budi Daya, Pengembangan Produksi clan Reboisasi mempun\rai tugas

melakukan pengr:mpulan bahan dan pefunjuk tel.aris bucli dava,

pengembangan produksi, pengembangan sumber dava dan perlindngan

tanaman perkebunar-r serta penghil'auan, konservasi, perlinclungan hutan dan

rehabilitasi;

(2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukal pengumpulan beilran

pen\.Llsnnan pedoman claur petunjuk teknis pembinaan, bimbingan dan

penl'uluhan.

Paragraf 5

Bidang Peternakan

Pasal 23

(1) Bidang Petemakal adalah unsur pelaksana teknis di bidalg Peternakan;

(2) Biclang Peternakan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada

clibawah clan bertanggutlg jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 24

Bidalg Petemakan mempunvai tugas melakukal penviapan bahan pembinaan

clan pelavanan serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

sarana produksi kesehatan hewan dan Kesmavet serta pemberclavaan Sarilna clan

Prasarana Peternakan.

Pasal 25

Ultuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksucl dalam pasal 24, Biciang

Peternakan mempunvai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi ten'rak;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelayanan kesehatan masvarakat

veterenair serta pent'idikan dan pengadaan obat - obatan;

c. Penviapan pengumpulan bahan dan petunjuk tehnis pengelolaan sarana dan

prasarana petenrakan;

cl. Perzinan bidang peternakan;

e. Pelaksanaal tugas-tugas lainnva vang cli berikan oleh Kepala Dinas sesuai

clengan bidang tugasnYa

Pasal 26

(1) Bidang Peternakan terdiri dari :

a. Seksi Produksi, clan Pengembangan Usaha Ternak;

b. Seksi Kesehatan llewan, Kesmavet, Sarana dan Prasarala.

(2) IV{asing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pacla al.at (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Peternakan sesuai dengan bidang tugasnva.

Pasal2T

(1) Seksi Produksi" Pengembangan Usaha Temak mempunvai tugas melakukaur

penr.iapan bahan pembinaan, pelavanan, bimbingan teknis pengelolaan tlan

pembinaan mutu hasil, pengawasan produksi serta pemberian perizinan

clibiclang pe ternakan;

(2) Seksi Kesehatan F{ewan, Kesmavet, Sarana dan Prasarana mempunvai tugas

melakukan pengawasall dan pelavanal kesehatar-r hewan/temak clan

pengawasan kesehatan masyarakat veterenair, pemberian surat keterangan

asal/kesehatal bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewal serta

penviapan pedoman dan petunjuk teknis pelasanaan pengelolaan,

pembinaan dan pengernbangan sarana dan prasarana Peternakan.

Paragtal6 y'.



Paragraf 6

Bidang Perikanan dan Kelautan

Pasal 28

(1) Biclang Perikanan clan Kelautan adalah unsur pelaksala teknis clibitlang

Perikanan clan Kelautan.

(2) Biclang Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Yang

berada dibawah danbertanggmg jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 29

Bidang Perikanan clan Kelautan mempunvai tugas ment'iapkan bahiur

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, pembinaan sar€Ina

produksi, pengembangan usaha serta sarana clan prasarana bidang Perikanan.

Pasal 30

Untuk menl,elenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal29, Bidalg

Perikanan dan Kelautan mempunvai fungsi :

a. Pelaksanaan bimbilrgan, pembinaan dan pelavanan serta penggullaan sararla

produksi clan perlindungan ekosistem perikanan dan kelautan;

b. Penyiapan bahan bimbingan mutu dal pembinaal pengelolaan, serta

pengembangan pemberdavaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai clan

pulau-puiau kecil dalam pengembangan usaha ;

c. Penyiapan bahan inventarisasi pemantauan sarana dan prasarana serta

pembinaan dan pengembangan teknologi perikanan dan kelautan;

cl. Perizinan bidang perikanan;

e. Pelaksanaal tugas-tugas lainn1'3 vang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan biclerng tugasnva

Pasal 31

(1) Biclang Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

a. Seksi Procluksi dan Penangkapan;

b. Seksi Pengembangan Usaha;

(2) N{asing-masing seksi sebagaimana clinr.aksud pada avat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi vang berada clibawah dan bertalggung jawab kepada

Kepala Bidang Perikanan cian Kelautan sesuai dengan bidang tugasnt'a .



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

() \

(3)

(4)

(5)

Pasal 32

Seksi Prodlksi cliur Perlengkapal-l memptulr'ai tugas melakukal pendatailn,

bimbingan dan pembinaan serta pengendalian sarana dan procluksi dan

perlinclungal ekosistem perikanan diur kelauian serta penangkapiln ikan;

Seksi Pengembangan Usaha mempunvai tugas melakukan pengumpulan

bahal bimbingan dan evaluasi" pembinaeu'r dan pengelolaan, permodalan

serta analisa clan pemberian perizinan dalam kegiatan pengembangan usaha

Perikanan dan Kelautan;

Pasal 33

Nfantri Tani bertugas sebagai penclataan pertarrian ditingkat Kecamatan;

lvlantri Tani membuat laporan intensifikasi pertanian

BAB TV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunvai tugas melaksanakan sebagian tugas

dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhal .

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsionai sebagaimana dimaksucl dalam pasal 34,

terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan

Perundang-uldanga-n -vang berlalu ;

Kelompok ]abatan Fturgsional sebagaimana tersebut pada ayat (L) clipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior vang ditunjuk oleh \{alikota dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Jumiah tenaga fulgsional sebagaimana tersebut pada at'at (1) clitentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban keria;

Jenis dal jenjang jabatan fulgsional sebagaimana tersebut pada avat (1)

cliatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-unclangan vang berlaku;

Kelompok Jabatal Fungsional mempunvai tugas sesuai dengan peratural

perundang-undangan vang berlaku

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Kepala Diras adalah jabatan eselon II.b;

Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a ;

(1)

(2)

(3)



(1)

(2)

Pasal 37

Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diar-rgkat dal diberhentikan

oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;

Kepala Sub Bagian clan Kepala Seksi clieu'rgkat dan cliberhentikan oieh

Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan

usulal Kepaia Dinas/Badan/Kantor

pertimbangan Baperjakat.

dengan berpedoman Pada

BAB V

TATA KERJA

Pasal 38

Dalarn melaksanakan tugasnva Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian deur Kepala Seksi serta kelompok jabateur Fungsional

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi clan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkulgan

Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya

masing-masing;

Setiap pimpinein satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib melaksanakan

pengawasan melekat .

Pasal 39

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnt'a karena

berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang

Kepala Bidang untuk mewakilir"rva sesuai dengan Peraturan Perundang-

uldan gan .vang berlaku dengan memperhatikan s enioritas dan kualitasnya;

Dalarn hal kepala Sub Bagial atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan

tugasnt a karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang

Staf menurut bidang tugasnva masing-masing untuk mewakjlinva sesuai

clengan Peraturan Perundang-undangan ]'ang berlaku dengan

memperhatikin senioritas dan kualitasnt a .

Pasal 40

Atas clasar pertimbangan daVa guna dan hasil guna masing-masing pejabat

clalam lingkungan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebuanan, Petemakan dan

Perikalran Kelautan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu

kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perunclang-

undalgan valrg berlaku .

(1)

(2).

(1) .

(3).

l - l

BAB V



BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biava vang cliperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian,

Kel-rutanan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kelautan di bebankan pacla

A'rggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa diur sumber

penerimaan lain vang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal42

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentu?tl1 \'arlg

bertentangan dengan Qamrn ini dinvatakan tidak berlaku lagi.

(2) Ha1-hal )'*g belum di atur dalam Qanun ini akan diahrr kemuclian dengan

Keputusan walikota sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaarurt'a dengan

memperhatikar ketentuan dan pedoman Peruldang-undangan vang berlaku

Pasal 43

Qalun ini mulai berlaku pada tanggal diunclangkan

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengalr penempatannva dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkankal di Langsa
pacla tanggal 25 Agusrus 20041\l

9  R a i a b  7 4 2 5 H

WALIKOTA LANGSA,
t

/- ilt

/ rflwgltLl,
-AAHARI AZLZ

Diundangkeur di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 NI

9  R a j a b  1 4 2 5 H

DAERAH,

BAIDI A. GAN
IvIBINA UTAIUA N{UDA

NrP. 130 526 015

ETARI

R{N DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO4 NOMOR 25 SERI D NOMOR 15
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